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ABSTRAK

Sekripsi yang berjudul “Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok
Dalam Kajian Figih Jinayah”. Ini merupakan hasil penelitian menggunakan studi
lapangan, untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi
pelanggar kawasan tanpa rokok menurut peraturan daerah nomor 5 tahun 2008? dan
Bagaimana tinjauan figih jinayah terhadap sanksi pemberlakuan peraturan daerah
nomor 5 tahun 20087,

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan wawancara masalah
pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008, kemudian
dianalisis dengan teknik deskriptif - verifikatif .

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tersebut adalah: Dalam KUHP
termasuk dalam tindak pidana pelanggaran. Namun dalam pemberlakuan sanksi
peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 selama ini hanya dapat dilakvan
sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan,
pencabutan izin dan denda paling banyak Rp 50.000.000. Pemberlakvan sanksi
administrasi berupa denda nilai nominalnya uang di tentukan dalam persidangan
oleh hakim. Untuk hukuman kurungan belum ada pelanggar yang dikenakan karena
sudah diganti dengan denda sesuai dengan pasal 11 bab 9 dalam peraturan daerah
kota Surabaya.

~ Islam memandang dalam kajian figh jinayah sanksi Administrasi dan pidana
dalam peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 termasuk dalam
Hukuman ¢a’zir . Hukuman ta’zir yang diberikan wntuk pelanggar perda tersebut
para ulama bersepakat bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai dengan
hukuman diat atau hudud.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merokok telah menjadi kebiasaan sebagian orang di muka bumi ini, bahkan
sudah banyak yang mengalami gangguan keschatan akibat merokok. Namun
kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui secara
jelas mengenai akibat asap rokok terhadap kesehatan tubuh.!

Bagi masyarakat di kehidupan schari-hari merupakan hal yang biasa dan
lumrah, mereka menyadari kebiasaan merokok akan merugikan kesehatan, karena di
dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain: nikotin
(Bahan kimia dalam rokok yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan
mengakibatkan menurunnya aktivitas refleks), yang bersifat adiktif dan tar yang
bersifat kasiogenik yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain: kanker,
jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan
kehamilan. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan bagi perokok, tetapi juga bisa
merugikan bagi orang di sekitarnya.”

Asap rokok yang terhirup dapat mengganggu struktur saluran udara. Bulu

getar yang dalam keadaan normal berfungsi membersihkan lendir akan lumpuh

"Nurulita Candra Dewi, Bagaimana Mekanisme Pernapasan Pada Manusia?, (Klaten:PT Intan
Pariwara, 2008),45.

2peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan
Kawasan Terbatas Merokok 4.



schingga terjadi penimbunan lendir berlebihan. Lendir itu merupakan tempat yang
ideal bagi perkembangbiakan kuman dan menyebabkan bronkitis.

Tar dalam asap rokok dapat memicu adanya kanker. Tar tersebut akan
menempel dipermukaan saluran pernapasan schingga menyebabkan perubahan sel
normal menjadi sel ganas. Sekitar 87-90% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh
rokok. Kebiasaan merokok -20 batang per hari bisa mencetuskan kanker paru-paru
25-30 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.’

Departemen Kesehatan RI dalam situsnya menyebutkan beberapa efek rokok
terhadap tubuh yang jarang dipublikasikan, seperti menurunkan sistem kekebalan
tubuh hingga mengakibatkan kerontokan rambut, gangguan katarak pada mata, kulit
cepat keriput, kehilangan pendengaran dini, menimbulkan kerusakan gigi, rentan
terkena osteoporosis, mengurangi jumlah dan kelainan bentuk sperma. Dampaknya
memang tidak instan seperti halnya narkoba atau minuman keras. Dampak merokok
baru akan terasa setelah 10 hingga 20 tahun setelah konsumsi. Risiko anak-anak
terkena kanker paru-paru mengalami kenaikan sampai 3,6 kali dari orangtua
perokok, karena anak-anak ini telah menjadi seorang perokok pasif. Secara
keseluruhan penelitian juga menunjukan resiko terkena penyakit yang berhubungan
dengan paru-paru akan mencapai 30 persen bagi anak-anak perokok pasif ini.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) realitas pergeseran usia

yang signifikan dalam profil perokok Indonesia dengan ledakan jumlah perokok usia

*Nurulita Candra Dewi, Bagaimana Mekanisme Pernapasan Pada Manusia?, 49.



anak, maka dapat diprediksi bahwa pada tahun 2020 kemungkinan besar profil
penderita penyakit akibat merokok adalah generasi yang berusia lebih muda.

Mungkin banyak orang sudah tahu kalau rokok berbahaya untuk kesehatan.
Tetapi nyatanya setiap tahun jumlah pecandu rokok di Indonesia terus bertambah.
Data terbaru menyebutkan bahwa 31,4 persen penduduk Indonesia merokok, dan
4,83 persen di antaranya perempuan.4

Kaum perempuan khususnya, cenderung memandang rokok sebagai cara
menangani stres dan cara menurunkan berat badan. Ini memang menggoda, tetapi
merupakan tindakan yang berpandangan sempit.’

Sebenarnya, pada beberapa rokok sudah dicantumkan peringatan akan bahaya
rokok. Peringatan ini dibuat dalam bentuk tulisan berhuruf besar dan diberi kotak
hitam bergaris tebal. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam
mengurangi dampak negatif rokok.

Oleh karena itu, sudah scharusnya wakil rakyat dan pemerintah untuk segera
meluncurkan undang-undang atau peraturan untuk larangan merokok untuk usia dini.
Tidak hanya merokok tetapi harus dibuat peraturan berkaitan dengan aktivitas
berkaitan dengan rokok seperti larangan kepada anak untuk mengonsumsi rokok,
menjual rokok kepada anak, penjualan rokok oleh anak, serta pengaturan ketat

terhadap iklan dan promosi rokok, khususnya di kawasan belajar-mengajar.

“http://www. kompas. co. id/wanita/news/0605/30/164017. htm, di akses, 14 Maret 2011
SFredric J.Pashkow, m.d dan Charlotte Libov, 50 Kiat Menghadapi Vonis Penyakit Jantung (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1997),39.



Disamping konsumen rokok, peraturan untuk produsen rokok pun harus
dilakukan terutama yang berkaitan dengan anak-anak usia dini. Kekhawatiran ini
beralasan, karena menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah perokok pemula umur
5-9 tabhun naik secara signifikan. Hanya dalam waktu tiga tahun (2001-2004),
persentase perokok pemula naik dari 0,4 persen menjadi 2,8 persen.®

Melihat keterangan di atas, salah satu faktor yang berperan yakni masyarakat,
karena masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dan mereka
saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, masyarakat juga merupakan suatu
sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai
kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan
manusia.’” Selain itu, manusia sebagai makluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri
tanpa orang lain di sekelilingmya dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat
keberadaan hukum dalam suatu masyarakat sangat penting untuk menentukan
prilaku mereka dalam melakukan interaksi dengan masyarakat lain. Selain itu,
hukum atau peraturan dalam suatu masyarakat yang bersifat umum dimana
masyarakat ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya. Masyarakat sebagai suatu
sistem pergaulan hidup manusia pasti memiliki sistem hukum walaupun dalam

bentuk yang sangat sederhana.®

® Nurulita Candra Dewi, Bagaimana Mekanisme Pernapasan Pada Manusia?,51
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),6
® Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum( Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 45



Secara umum, setiap prilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial
adalah menyimpang, yang nantinya akan mendapatkan hukuman atau sanksi bagi
siapa saja yang melanggar peraturan atau norma yang sudah disepakati bersama.
Hukuman atau sanksi akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang mereka
lakukan baik sengaja atau tidak.

Khusunya pelanggaran peraturan daerah yang ditetapkan Kepala daerah atas
persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah penjabaran lebih
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan peraturan daerah lain
adalah peraturan daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Paksaan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menegakkan hukum dengan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah disebut “paksaan penegakan
hukum” atau “paksaan pemeliharaan hukum”.

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau
meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah
dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan

hukum.



Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa
eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil
suatu tindakan paksaan. Pejabaf yang menjalankan tindakan paksaan penegakan
hukum terhadap pelanggaran, karena paksaan terscbut pada umumnya dapat
menimbulkan kerugian atau penderitaan.’

Dalam menetapkan hukum Islam bersandar pada 3 hal: al-Quran, as-Sunnah,
dan jjtihad, Dalam hal ini sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan,
sebagian membolehkan dan sebagian ulama mengambil jalan diam dan tidak
membahas masalah tersebut.

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Islam pengertian Jarimah ialah
larangan-larangan syara’ yang diancam hukuman Aad atau hukuman £ zir.

Dalam Islam dijelaskan tuntutan agar dijatuhkannya sanksi yang membuat jera
terhadap pelanggaran hak-hak perorangan Sebenarnya sanksi itu bertujuan untuk
memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari lah-
hal yang mafsadah.'"Sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka
kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa

wajib dipatuhi dan diikuti.

Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang Sholihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004),20.

VA, Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Grafindo
Persada, 1997),25



Secara umum tujuan hukum dapat disimpulkan, menjamin agar didalam
masyarakat tercipta kedamaian dan keadilan bagi setiap orang, schingga hak dan
kepentingan masyarakat itu terjamin.

Dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa semakin banyak dampak dari
bahaya merokok maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 yang mengatur Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas

Merokok.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Dari latar belakang dan pokok masalah di atas, maka dapat teridentifikasi
beberapa masalah sebagai barikut :
1. Permasalahan rokok, merokok dan bahaya asap yang ditimbul dari kegiatan
tersebut.
2. Dampak bagi kesehatan yang di timbutkan dari merokok dan asap.
3. Peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi bahaya yang di
timbulkan dari asap rokok dan merokok bagi kesehatan.
4. Hukum Islam tentang rokok.
5. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tentang rokok.
6. Penerapan peraturan pemerintah tentang rokok.

7. Pemberlakuan peraturan daerah tentang rokok.



8. Hukuman atau sanksi dari Peraturan Daerah mengenai perda kawasan tanpa

rokok dan terbatas merokok.

Karena luasnya permasalahan, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu
dikaji. Studi ini dibatasi pada masalah pemberlakuan sanksi bagi pelanggar
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Demikian juga hukum islam dalam pemberian sanksi bagi pelanggar.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan rangkaian di atas dapat mengangkat beberapa pertanyaan yang
dijadikan sebagai rumusan masalah. Sebagai berikut :
1. Bagaimana pemberlakuan Sanksi Bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok
Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pemberlakuan Peraturan

Daerah Nomo; 5 Tahun 2008 ?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang
penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumﬂya, sehingga tidak ada
pengulangan atau duplikasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan masalah Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2008 sebelumnya pernah di kaji oleh:



. Nurul Hidayah yang pembahasannya pada “Responden masyarakat
terhadap di berlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok di terminal Tambak
Osowilangun Surabaya”. Yang kesimpulannya adalah: Masyarakat setuju
dengan di berlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok karena tujuan di berlakukannya
perda tersebut sangat positif yakni untuk melindungi kesehatan dari bahaya
merokok, membudayakan hidup schat, menekan perokok pemula dan
melindungi perokok pasif. Masyarakat tidak setuju dengan di
berlakukannya Perda No. 5 tahun 2008, hal ini di karenakan merokok
merupakan hak asasi setiap orang. Selain itu, nantinya akan berdampak
pada pabrik-pabrik rokok yang dapat menjadikan dampak sosial yang sangat
besar. Jika pabrik rokok ditutup akan ada ribuan karyawan pabrik rokok
yang menjadi pengangguran, begitu juga dengan petani tembakau yaang
akan rugi karena hasil panen tembakaunya tidak bisa di jual. Varian
masyarakat dalam merespon Perda No. 5 Tahun 2008 sebagai berikut :

> Setuju dengan di berlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 dan
mematuhi peraturan tersebut.
» Setuju dengan di berlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 akan

tetapi tidak mematuhi peraturan tersebut.
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> Tidak setuju dengan di berlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008
dan tidak mematuhi perturan tersebut.'’

2. Selain karya tulis yang membahas tentang Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 di atas. Penulis juga menampilkan beberapa tulisan yang
membahas mengenai peraturan daerah, seperti: Efektifitas Pemberlakuan
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Prostitusi di
Kabupaten Bojonegoro. Yang kesimpulanya: Latar belakang dikeluarkannya
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Protitusi di
Kabupaten Bojonegoro, adalah bahwa tingkat perkembangan kegiatan-
kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan di
daerah Kabupaten Bojonegoro dewasa ini sudah sangat memprihatinkan dan
perlu segera di atasi. Maka untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Instruksi Bupati Bojonmegoro No. 2 Tahun 1998 tentang penutupan
lokalisasi dan tempat-tempat prostitusi perlu di sempurnakan lagi dengan
sebuah peraturan daerah. Sebagaimana hasil penelitian dinyatakan bahwa
efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut dinyatakan efektif, hal ini bisa
di lihat dari berkurangnya tempat-tempat prostitusi yang dulu ada 11
berhasil di tutup 7 dan 4 masih terbuka proses di tutup. Tinjauan hukum

pidana Islam terhadap peraturan tersebut adalah sejalan dengan tujuan

“ Nurul Hidayati, Responden Masyarakat Terhadap Di Berlakukannya Perda No. 5 Tzhun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok Di Terminal Tambak Osowilangun
Surabaya. Fakultas dakwa IAIN Sunan Ampel, Th. 2010
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hukum pidana Islam dalam pelarangan tindak pidana zina dan prostitusi
walau cara yang digunakan berbeda. '

3. Begitu juga dengan, Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Tingkat II Tuban No. 5 Tahun 2004. Yang
Kesimpulannya: Latar belakang di keluarkannya Peraturan Daerah No. 5
Tahun 2004 adalah dalam rangka pengendalian produksi, penyajian,
peredaran dan atau penjualannya, juga karena adanya Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 3 Tahun 1987 Tentang
Pajak Penjualan Minuman Keras Oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tuban Nomor II .Tahun 2008 Ten’taﬁg Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban. Fungsi Dan Peranan Peraturan
Dacerah No. 5 Tahun 2004 dalam penanganan minuman beralkohol di daerah
Tuban adalah merupakan dasar untuk melakukan penertiban yang dilakukan
oleh dinas yang berwenang, bersama aparat kepolisian. Tinjauan hukum
pidana Islam terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 tentang
pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten daerah
tingkat II Tuban, adalah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam dalam

pelarangan tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol.

"*Yusuf Ali, Efektifitas Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan
Prostitusi di Kabupaten Bojonegoro. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2004

Shobari, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat IT Tuban No
3 Tahun 2004. Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, Th, 2005
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Melihat dari kajian pustaka di atas, maka sepengetahuan penulis sudah ada
skripsi yang membahas Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tetapi
mengkaji pada ilmu sosiologi sedangkan pada pemberlakuan sanksi bagi pelanggar
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 belum di bahas maka penulis ingin
menfokuskan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
dalam kajian Fikih Jinayah.

E. Tujuan Peneclitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh penulis,
yaitu :
1. Mengetahui pemberlakuan sanksi terhadaap pelanggaran Peraturan Daerah
No. 5 Tahun 2008.
2. Mengetahui kajian Fikih Jinayah terhadap sanksi Peraturan Daerah No. 5

Tahun 2008.

F. Kegunaan Hasil Penclitian
Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Secara teoris hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun,
menambah, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah

ada.
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2. Secara praktis di harap dapat berguna sabagai bahan pertimbangan yang

menjadi pedoman bagi para penegak hukum di daerah Surabaya.

G. Definisi Oprasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya
pendefinisian terhadap judul yang bersifat oprasional dalam penulisan skripsi ini
agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pemberlakukan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan
Terbatas Merokok Dalam Kajian Fikih Jinayah”. dan agar tidak terjadi ke kesalah
pahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan
tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

Peraturan Daerah  Kota : Peraturan Daerah yang disetujui oleh Dewan
Surabaya No. 5 Tahun 2008 Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
dan Walikota Surabaya tentang kawasan

tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Kawasan tanpa rokok : Area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi,
dan penggunaan rokok. Tempat-tempat

sebagai kawasan tanpa rokok meliputi :



a.Sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas,
tempat praktek dokter, rumah bersalin,
praktek bidan dan sejenisnya),
b.Tempat proses belajar (tempat proses
belajar mengajar antara lain meliputi tempat
pendidikan formal dan non formal),
c.Arena kegiatan anak meliputi (tempat
penitipan anak, tempat pengasuhan anak,
arena bermain anak-anak dan sejenisnya),
d.Tempat ibadah yang meliputi : masjid,
gereja, pura, wihara, dan sejenisnya.
e.Angkutan umum antara lain meliputi bus
kota, mikrolet, taxi, dan angguna.'*
Kawasan terbatas merokok : Tempat atau area dimana kegiatan merokok
hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
Kepala daerah menetapkan tempat umum
dan tempat kerja sebagai kawasan terbatas

merokok."’

YPenjelasan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan
Kawasan Terbatas Merokok , 2

peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas
Merokok Bab III pasal 4 ayat 1, 5
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Figih jinayah

Menurut ulama usul fiqih, figih adalah
pengetahuan hukum Islam yang bersifat
amaliah melalui dalil al-Qur’an dan hadis.'

Sedang jinayah perbuatan yang dilarang
karena dapat menimbulkan kerusakan
agama, jiwa, akal atau harta benda. Disebut
jinayah kata ini berasal dari jana-yajni yang
berarti akhaza (mengambil), atau sering pula
berarti kejahatan, pidana, atau kriminal .
dalam arti ini jinayah sama dengan Jarimah
(larangan syarak yang diancam hukuman had

atau ta’zip).

15

Dari beberapa beberapa definisi tersebut di atas, yang menjadi fokus
pembahasan penulis adalah penerapan sanksi terhadap Perda No. 5 Tahun 2008.

H. Metode Penelitian

1.

Metode penelitian ini meliputi :

Data Yang Dikumpulkan

YEnsiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2005),161
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Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian
ini data yang dikumpulkan adalah data tentang jadwal pemantau tim pemantauan
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok kota Surabaya, pelanggaran
peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di tempat
umum dan berita acara pemeriksaan ditempat oleh satuan polisi pamong praja kota
Surabaya.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dan Kawasan Terbatas Merokok. |

b. Bahan hukum sekunder
1) Fikih Jinayah karangan A. Djazuli
2) Hukum pidana Islam karangan Achmad Wardi Muslich
3) Metode penelitian Choid Narbuko dan Abu Achmad
4) Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah karangan Deddy

Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin

5) Pengantar ilmu hukum karangan Sudarsono
6) Sosiologi suatu pengantar karangan Soerjono Soekanto

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang merujuk pada
beberapa buku atau literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan

dengan tema yang diteliti, maka dalam pengumpulan data yang digunakan adalah



17

menelusuri dan mencover beberapa buku dan tulisan yang berkaitan dengan

pemberlakuan sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Penggalian
data ini menelaah dokumen Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5
Tahun 2008.

. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami,
mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (teori) yang
ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil
penelitian lain) yang berkaitan dengan pemberlakuan sanksi peraturan
daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 dalam kajian Fikih Jinayah.

. Interview (wawancara), adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang
yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.'’
Interview dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bebas. Dalam hal
ini kepada Satuan polisi pamong praja kota Surabaya. Teknik ini

merupakan teknik pelengkap apabila memang benar-benar dibutuhkan.

17 Cholid narbuko,Abu Achmadi,Metodologi penelitian(jakarta:bumi aksara,2003),83.
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4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode

deskriptif analitis yaitu : metode ini digunakan untuk menganalisa peraturan daerah

kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas

merokok mengenai sanksi hukum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

mengenai Fikih Jinayah.

Selain itu juga menggunakan Metode verifikatif] suatu metode penelitian yang

dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.

I. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab 1

BabII

Bab III

Bab IV

Pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang Latar Belakang
Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,
Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian,
Definisi Operasional, Metode Penelitian, Dan Sistematika
Pembahasan.

Memuat tentang fa°zir dalam Fikih Jinayah

Memfokuskan Pembahasannya data Pada Pemberlakuan sanksi
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 Tantang Kawasan Tanpa
Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok.

Analisis Tentang Pemberlakuan Sanksi Perda Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok
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menurut Fikih Jinayah.

: Penutup, Yang Menguraikan Kesimpulan Dan Saran.
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BABII
TA’ZIR DALAM FIKIH JINAYAH

A. Pengertian 7a’zir
Ta’zir secara bahasa diambil dari )¢ yang sinonimnya yakni )3 ae

yang berarti mencegahlsazzara yuaziru ta’Ziran, yang artinya mencegah dan
menolak atau mendidik dan memukul dengan sangat. Dan pengertian secara
terminologis yaitu: hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap tindak
pidana atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syari“at atau telah
ditentukan hukumannya, akan tetapi tidak terpenuhi syarat pelaksanaannya
seperti : bercumbu selain farsj dan mencuri yang tidak terpenuhi syarat untuk di

potong tangan.

Abu Ishaq al-Siraji mendefinisikan ¢2°zir dengan hukuman yang tidak
ditentukan al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran
terpidana dan mencegah nya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan itu.'”
Landasan dan penentuan hukumannya 'didasarkan pada ijmak (konsensus)
berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan

hukuman semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau

18 \fuhammad Salim al-‘Uwwa, Fii Ushul An-Nidhomi Al-Jina’l Al-Islamiy, (Kairo: Dar Al-Ma’arif,
1983), 259

19 Mardani, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia), (Y ogyakarta:Pustaka Pelajar,
2010),117-118
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kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, moral bagi individu atau masyarakat
secara keseluruhan.?’ 72 ’zir sering juga disamakan oleh fugaha dengan hukuman

terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarah.

B. Tujuan Ta’zir

Tujuan memberikan sanksi kepada pelaku 7a’zir yakni :

a. Sebagai preventif'yaitu bahwa sanksi #a’zir harus memberikan dampak positif
bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman ¢a°zir), schingga orang lain
selain pelaku didak melakukan perbuatan yang sama.

b. Sebagai represif yaitu bahwa sanksi f4°zir harus memberikan dampak posirif
bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku
dikenakan sanksi.

Oleh karena itu, sanksi #a’zir baik dalam tujuan sanksi preventif dan
represif harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan
menerapkan prinsip keadilan.

c. Sebagai kuratif (islah) yaitu sanksi fa’zir harus mampu membawa perbaikan
sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.

d. Sebagai edukatif yaitu sanksi fa’zir harus mampu menumbuhkan hasrat
pelaku atau pun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku

akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan

* Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Pencgakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda,
(Jakarta: Gema Insani,2003),23
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karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama
sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia
menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.2

C. Pembagian 7a’zir

1. Dilihat dari hak yang dilanggar, 72 °zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah. Yaitu segala sesuatu yang
berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan
bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang
dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti
tidak membayar zakat.

b. Jarimah yang berkaitan dengan hak perscorangan. Yaitu perbuatan yang
mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sabagai
suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan
syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

2. Dari segi sifatnya, Jarimah 2 ’zir dibagi menjadi tiga bagian:
a. Ta’ziratas perbuatan maksiat.
Yaitu: Semua maksiat yang telah ditetapkan dalam al-Quran namun
tidak ada ketentuém atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan
harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya

pun lebih ringan dari pada had.

2! A. Djazuli, Figh Jinayah(Upayas Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),186-187
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b. Ta’zratas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
Yaitu: Semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan

umum, Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan
kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap Jarimah dan
pelaku dikenakan hukuman.

c. Ta’ziratas pelanggaran (mukhalafah).
Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh wli/ amri, seper;i
pelanggaran disiplin pemerintah.
Abdul Aziz Amir membagi Jarimah ta’zir secara terperinci kepada
bebapa bagian, yaitu:

1. Jarimah 72’ziryang berkaitan dengan pembunuhan.

Pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati. Apabila gishash
dimaafkan maka hukumannya adalah diyar. Apabila diyamya dimaafkan
maka Ulul Amri berhak menjatuhkan /2°zir bila hal ini dipandang lebih
maslahat.

2. Jarimah ta’zir yang berhubungan dengan pelukaan.

Menurut Imam Malik, hukuman #2°zir dapat digabungkan dengan
qishash dalam Jarimah pelukaan, karena gishash merupakan hak adami,
sedangkan f2’°zir scbagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu,
ta’zir juga dapat dikenakan terhadap Jarimah pelukaan apabila

gishasimya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab
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yang dibenarkan oleh syara’. Hal ini didasarkan pada penjelasan surat al-

Maidah ayat 45 :

25 05 E~

CaNT il Tl a5 T 51 s e G5

i 2 20 - - 245, 2 4. £ 2
» I U - Yo ¢ .11- .S 3 — K11~ . L
Gebad a2l Gl Al 03NL Zo3Nh coy

p c ‘ » — c . - - f
LAJ‘._‘=.4)JU.AJ )4‘0_)1.9_%).6.94.5:: SMU"’
. ,44,), /.‘2:,/.‘,,5

) Ogelibll v aElalyls al Jp!

“Dan kami Telah tetapkan terhadap mercka di dalamnya (At

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka

luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya,

Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka

"mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 2

- Ayat ini diindikasikan behwa setiap manusia mempunyai hak
hidup dan tidak seorangpun yang boleh mengganggu hak hidup orang
lain, sehingga jika terjadi perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa
orang lain, meskipun dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka
pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan disuruh membayar ganti
rugi. |

3. Jarimah #2’°ziryang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan

kerusakan akhlak.

2 Alqur’an dan terjemah,115
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Jarimah macam ini berkaitan dengan Jarimah zina, menuduh
zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan
ta’zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan
hukum 4ad, atau terhadap sywbhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau
tempat. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan
prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan
istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya.
Penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta’zir adalah apabila orang
yang dituduh itu bukan muhshan. Tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina
digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada fa’zr,
seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan sebagainya. Panggilan-
panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan
semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman tfa’zr.
Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang dilaarang oleh Allah

sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Hujurat ayat 11-12 :
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¥ g

Y @
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan
itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih
baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendirif1409] dan jangan
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman{1410] dan
barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang
zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), Karena scbagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” _

[1409] Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara

sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tububh.
[1410] panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang
yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman,
dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagain ya?

4. Jarimah {a’ziryang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah Jarimah pencurian

dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah

B Alqur’an dan terjemah,516-517
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terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila
syarat untuk dikenakannya hukuman Aad tidak terpenuhi maka pelakuk
tidak dikenakan hukuman Aad melainkan hukuman f2°zir. Jarimah yang
termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan,
perjudian dan lain-lain.
Jarimah f2°ziryang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu,
berbohong di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak
privacy orang lain misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin.

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum
Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

Jarimah yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintah, seperti
percobaan kudeta.

Suap.

Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau tali dalam
menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim untuk mengadili
suatu perkara.

Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan.

Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan.
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g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

b.  Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

D. Pembuktian Untuk 73 ’zir

Para ulama berbeda pendapat mengenai alat bukti yang dapat
digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa
(pelukaan), dan atas janin. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi
dua kelompok sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan menurut syara’ adalah suatu pernyataan yang
menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.
Dasar hukum pengakuan ini terdapat dalam al-Qur’an, sunnah, dan ijma’.
Adapun sumber dari al-Qur’an tercantum dalam :

Surat An-Nisaa’ ayat 135

Je 30 & ih Lzall w158 Lk Gl ¢l
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia/361] Kaya ataupun miskin,
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafSu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu

kerjakan”?*

[361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

Pengakuan yang dapat diterima adalah pengakuan yang jelas,
temeﬁnci dan pasti, sehingga schingga tidak bisa ditafsirkan yang lain
kecuali tindak pidana yang dilakukan.

Disamping itu, syarat yang lain untuk pengakuan yakni: pengakuan
harus benar dan tidak dipaksa.

2. Persaksian

Persaksian adalah svatu pemberitahuan atau pernyataan yang benar
untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan
pengadilan. Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu Jarimah
merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan
cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu Jarimah.

Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam al-
Qur’an dan hadis. Dalam al-Qur’an antara lain tercantum dalam :

Surat Ath- Thalaaq ayat 2

u Alqur’an dan terjemah, 100
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“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan
itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa
kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”>

Dalam persidangan minimal saksi adalah dua orang dewasa, anak-anak tidak
sah untuk di jadikan saksi.
3. Qasamah
Qasamah didefinisikan sebagai berikut: sumpah yang diulang-ulang
dalam dakwaan atau tuntutan. Dalam istilah syara’, gasamah digunakan
untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu,

dengan bilangan tertentu, untuk orang-orang tertentu yaitu: si terdakwa dan

dan menurut cara tertentu.
4. Qarinah
Qarinah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama

untuk tindak pidana, pengertian garinah menurut Wahbah Zuhaili adalah

B Alqur’an dan terjemah,558
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sebagai berikut : Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang
menyertai sesuatu yang samar, schingga tanda tersebut menunjukkan
kepadanya.
Dari pendapat di atas, dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu
qarinah harus dipenuhi dua hal yaitu :
a. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak
untuk dijadikan dasar dan pegangan.
b. Terdapat hubungan yang menunjukan adanya keterkaitan

antara keadaan yang jelas (zhahir) dan yang samar (khafi).?

E. Macam-Macam Sanksi 7a’zir
Sanksi #4’zir itu macam - macam diantaranya adalah :
1. Sanksi t2’zir yang mengenai badan. Sanksi yang diberikan dalam hal ini
adalah mati dan jilid.

a. Hukuman mati menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i
membolehkan sanksi 72°zir dengan hukuman mati dengan syarat bila
perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan jika sanksi mati itu akan
membawa kemaslahatan bagi masyarakat. para ulama yang
membolehkan hukuman mati untuk pelaku Jarimah #a’zir beralasan
antara lain dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad al-Dailami al-

Hamiri katanya : saya berkata kepada Rasulullah SAW : Ya Rasulullah,

% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),228-145
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kami berada disuatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan
kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami
dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu. Rasulullah bertanya :
“betul”. Nabi berkata : “kalau demikian jauhilah”. Saya berkata :“Orang-
orang tidak mau meninggalkannya”, Rasulullah berkata : “Apabila tidak
mau meninggalkannya, maka perangilah mereka”. Alasan kedua adalah
bahwa orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi bila tidak ada
jalan lain kecuali dengan hukuman mati.

Syarat-syarat dalam melaksanakan sanksi #2 zirtertinggi adalah :
Jika terhukum adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya
tidak memberikan dampak jera bagi terhukum, Mempertimbangkan betul
dampak kemaslahatan umat dan masyarakat serta pencegahan kerusakan
yang mentebar dimuka bumi.?’
Hukuman jilid menurut para khulafa al-rasyidin dan khalifah setelah
menetapkan jilid sebagai sanksi 7a’zir, menurut para ulama contoh-
contoh maksiat yang dikenai sanksi ¢4 ’zir dengan jilid adalah :
» Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar ibn Khathab
» Percobaan zina
» Pencurian yang tidak mencapai nisab

» Kerusakan akhlak

Ibid, 258
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> Orang yang membantu perampokan

> Jarimah- Jarimah yang diancam dengan jilid sebagai had, tetapi pada
pelaku terdapat sywbhat.

» Jumlah maksimal dan minimal jilid dalam ¢2°zir tidak boleh
melampaui atas hukuman had dan maksimal sesuai dengan Jjtihad
Ulul Amri®®

c. Sanksi 7a’zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
Dalam hal ini dibagi menjadi :
1) Hukuman penjara
Kebanyakan para ulama membolehkan uli/ amri melakukan

sanksi penjara ( al-hasbu) serta sunnah rasulullah, yakni beliau
menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses
persidangan).
Macam-macam hukuman penjara : penjara yang dibatasi waktunya
dan penjara yang tidak dibatasi waktlmya29

2) Hukuman buangan
Hukuman ini didasarkan atas hadis Nabi yang berkaitan dengan
Jarimah zina yang dilakukan oleh pelaku ghair muhsan. yang Artinya:

“Ambillah dariku, sesunggubnya allah telah menjadikan jalan

%8 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia,2000),157
» Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 261
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baginya, perawan dan bujang (vang melakukan zina) dijilid seratus
kali dan dibvang satu tahun.”
Hukuman buangan ini dijatubkan kepada pelaku Jarimah-Jarimah
yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain.>
d. Sanksi fa’ziryang berupa harta
Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Muhammad tidak
membolehkan, sedangakan Abu Yusuf, Imam Syafi’i. Imam Malik, dan
Imam Ahmad membolehkan.
e. Sanksi-sanksi 72’zir yang lainnya
Selain sanksi 3 di atas adapun sanksi diantaranya :

1) Wa’dh atau dinasehati, seseorang gadliy menasehati pelaku Jarimah
dengan memperingatkannya dengan azab Allah SWT.

2) Hurmin atau pencabutan, menghukum pelanggar dengan pencabutan
pada sebagian hak maliyyah pelaku Jarimah . Seperti pemecatan
(menghentikan nafkah kepada pihak yang membangkang (zdsyiz),
mencabut bagiannya dalam harta kepemilikan umum.

3) Tawbikh atau pencelaan, mencela pelaku Jarimah dengan kata-kata
akan tetapi semua kata-kata yang dianggap tuduhan tidak boleh di

ucapkan.

* Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Bandung:Pustaka Setia,2000),164
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4) Tasyhir atau publikasi, bagi pelaku #4°zir Di umumkan kesalahanya
kepada masyarakat untuk memberikan peringatan bagi setiap yang
melakukan perbuatan yang sama seperti pelaku.’!

Hukuman #a2’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik oleh karena itu,
sanksi-sanksi yang diberikan para ulama bersepakat bentuk dan kualitasnya tidak

boleh menyamai dengan hukuman diat atau hudud >

F. Pendapat Ulama Tentang Penerapan Sanksi 72’zir

Menurut mazhaB Hanafi penetapan sanksi fa’zir itu diserahkan kepada
Ulul Amri termasuk batas minimal dan maksimal hukuman. Dalam hal ini
variasi hukuman harus sesuai dengan Jarimah yang dilakukan terhukum
sesuai dengan kemaslahatan umum.

Dari pendapat di atas, jelas bahwa fa’zir itu merupakan hukuman yang
diserahkan kepada UL/ Amri, Khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman.
ia dapat menentukan suatu hukuman menurut /jtihad nya dapat memberikan
pengarvh Preventif; Represif;, Kuratif Dan Edukatif terhadap pelaku dengan
tepat mempertimbangkan keadaan pelaku, Jarimahnya, korban, waktu dan
tempat kejadian.*

Dalam buku DR. Mardani yang berjudul hukum Islam “Pengantar

Hukum Islam di Indonesia” ditinjau dari :

31 Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Thariqul Izzah,2008),61
;: Hasan Saleh, Kajian Figh Nabawi Dan Figh Kontemporer, (Jakarta:PT Grafindo Persada,2008), 465
Ibid, 218



36

a. Dari segi niat si pembuat atau si pelaku

Tindak pidana di bagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Jarimah sengaja Yaitu pelaku tindak pidana dengan sengaja
melakukan perbuatan yang diharamkan dan ia tahu bahwa
perbuatan itu diharamkan.

2) Jarimah tidak sengaja yaitu pelaku tindak pidana tidak sengaja
mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan
tersebut menjadi akibat kekeliruannya.

Kekeliruan ada dua macam, yaitu :

a) Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tetapi Jarimah
akibat perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan. Seperti
orang menembak burung tetapi mengenai manusia.

b) Pelaku tidak sengaja berbuat dan Jarimah yang terjadi tidak
diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh

dan mengenai orang lain.

b. Dari segi cara mengerjakannya

1) Jarimah Positif yaitu, Jarimah yang terjadi karena mengerjakan
sesuatu perbuatan yang dilarang seperti : mencuri, zina, dan memukul

2) Jarimah negatif yaitu, Jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan

sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seseorang saksi tidak
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- melaksanakan persaksiannya dan seseorang yang tidak membayar
zakat.
c. Dari segi objek
Dibagi menjadi dua yaitu :

1) Jarimah kelompok (masyarakat ) yaitu : suatu Jarimah yang hukuman
hukumnya disyari’atkan untuk menjaga kemaslahatan jamaah
(masyarakat), baik Jarimah tersebut mengenai perorangan atau
mengenai jamaah ataupun mengenai keamanan dan ketertiban
Jjamaah.

2) Jarimah perorangan yaitu : suatu Jarimah yang hukuman hukumnya
disyari’atkan untuk menjaga kemashlahatan perorangan.

d. Dari segi waktu di tangkap

1) Jarimah tertangkap tangan yaitu, Jarimah dimana pelakunya
tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudah
tetapi dalam waktu yang berdekatan.

2) Jarimah yang tidak tertangkap tangan yaitu, Jarimah dimana
pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut
melainkan sesudah dengaan lewat waktu yang tidak sebentar.

e. Dari segi karakter

Dibagi menjadi dua yaitu:
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1) Jarimah biasa yaitu, Jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa
mengkaitkan dengan tujuan-tujuan politik.

2) Jarimah politik disebut a/-baghyu yaitu, Jarimah yang merupakan
pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat
pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan

oleh pemerintah.

G. Penghapusan Hukuman 7a’zr

Faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman 72°zir diantaranya :

1. Meninggalnya pelaku, hukuman yang ditetapkan kepada sipelaku
menjadi batal pelaksanaannya bila pelaku méninggal dunia namun
hukuman berupa denda dan perampasan harta dapat dilaksanakan.

2. Paksaan (daya paksa) yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa,
Dengan syarat adanya ancaman.

3. Orang gila, seseorang dipandang mukallaf apabila ia mempunyai
kekuatan berfikir dan kekuatan memilih idrak dan ikhtiar. Dengan
demikian apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi (kekuatan
berfikir) maka disebut gila. Dan terbebas dari hukuman.

4. Mabuk hukumnya sama dengan orang gila atau orang tertidur.
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5. Dibawah umur, anak adalah tanggung jawab orang dewasa, jadi anak
pada usia tujuh tahun keatas maka baru dikenakan hukuman jika
melakukan kesalahan.**

6. Pemaafan, ada upaya.damai antara pelaku dan korban.

7. Tobat, bisa menggugurkan hukuman **

8. Kadaluwarsa, lewatnya waktu tertentu dalam pelaksanaan hukuman. 3¢

3 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Isiam, (Jakarta : Bulan Bintang,1990),353

35 Jail Mubarok Dan Enceng Arif Faisal, Kaidah Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,
2004),184

3% Marhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka,2004),15



BAB III
DATA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 2008

A. Latar Belakang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
Dalam pertimbangan Pemerintah Kota Surabaya bahwa Peraturan Daerah ini
dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Surabaya pemerintah melihat bahwa
merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya keschatan
masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok Pemerintah Surabaya juga
merujuk kepada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3495).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699).

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4247).

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389).

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok
Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4276).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004

Nomor 2/E).
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10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi
_ Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor
3/D).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan Rokok

Bagi Kesehatan; upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menghormati hak-hak
perokok. Sehingga diperlukannya ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan
Terbatas Merokok; dan adanya momentum-momentum yang dianggap sesuai
bagi Pemerintah Surabaya untuk menerapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan

Rokok. Momentum tersebut, yaitu Peringatan Hari Tanpa Tembaku Sedunia.

. Isi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 berisikan 10 bab
dan 13 pasal yakni :
1. BablI tentang ketentuan umum;
Dalam bab ini berisikan 1 pasal:
Pasal 1, berisi tentang maksud dari beberapa istilah yang intinya sebagai
berikut:
Pemerintah Kota Surabaya, menyebutkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2008 bahwa tempat-tempat yang discbutkan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok adalah sarana keschatan, tempat proses belajar
mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan wmum. Dalam

peraturan tersebut juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan
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Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi.
Penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Terbatas Merokok adalah
tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat
khusus. Area-area yang termasuk dalam Kawasan Terbatas Merokok adalah
tempat umum dan tempat kerja. Dalam pengertian Kawasan Terbatas
Merokok, Peraturan Dacrah menyebutkan bahwa setiap orang yang berada di
Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang
disediakan untuk merokok.

Tentang Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Daerah adalah
Kota Surabaya. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. Dinas adalah Dinas Kesehatan
Kota Surabaya. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota
Surabaya. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk
badan hukum maupun tidak. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan individu yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah. |

Rol;ok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana



rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar
dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan
rokok.Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan
merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.

Tempat umum adalah sarana yang diseclenggarakan oleh Pemerintah,
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki
tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau
sumber-sumber bahaya.

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan
untuk kegiatan belajar dan mengajar dan atau pendidikan danatau pelatihan.
Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang
diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.

Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan umtuk kegiatan
keagamaan. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang

dapat berupa kendaraan darat dan air.
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Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau
Kawasan Terbatas Merokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin
atau bertanggungjawab atas kegiatan dan usaha di kawasan yang ditetapkan

sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.

. Bab II Kawasan Tanpa Rokok:
Pasal 2, yang intinya:

Tentang kewenangan Kepala Daerah Menetapkan Tempat-Tempat
Tertentu di kota Surabaya Sebagai Kawasan Tanpa Rokok.Tempat-Tempat
Tertentu Meliputi: Sarana Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar,
Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah Dan Angkutan Umum.

Pasal 3, yang intinya:

Tentang Larangan Melakukan Kegiatan Dikawasan Tanpa Rokok
Diantaranya: Memproduksi Atau Membuat Rokok, Menjual Rokok,
Menyelenggarakan Iklan Rokok, Memprorhosikan Rokok dan Menggunakan

Rokok.

. Bab Il Kawasan Terbatas Merokok:

Pasal 4, yang intinya:
Tentang penetapan tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan

Terbatas Merokok di kota Surabaya. Setiap orang yang berada di Kawasan
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Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang

disediakan untuk merokok.

4. Bab IV Kewajiban Pimpinan Atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa
Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok:
Pasal 5, yang inrinya:

Tentang kewajiban pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa
Rokok dalam hal ini tempat umum dan tempat kerja untuk: membuat,
memasang tanda atau petunjuk peringatan larangan merokok dan wajib
memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.

Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok juga
berkewajiban untuk: menyediakan tempat khusus untuk merokok, membuat
dan memasang tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok dan
tanda atau petunjuk ruangan boleh merokok, wajib memberikan teguran dan
peringatan kepada setiap orang yang melanggar.

Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi ketentuan: terpisah
dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok,
dilengkapi dengan alat penghisap udara, memiliki sistem sirkulasi udara yang

memadai.
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5. Bab V Peran Masyarakat
Pasal 6, yang intinya:

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah. Peran serta masyarakat
dapat dilakukan dengan cara: memberikan sumbangan pemikiran dan
pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, melakukan
pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok,
ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta
penyebarluasan informasi kepada masyarakat. mengingatkan setiap orang
yang melanggar peraturan kawasan tanpa rokok ataupun kawasan terbatas
merokok, melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar kepada pimpinan
atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas

Merokok.

6. Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan
Pasal 7, yang intinya:
Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok di daerah Surabaya. Pembinaan dapat berupa bimbingan dan

penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab
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Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pengawasan dapat
berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Kepala Daerah
dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat
di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-

masing.

Pasal 8, yang intinya:
Dalam rangka pengawasan dalam Pasal 7, Kepala Daerah dapat
membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas

Merokok.

. Bab VII Sanksi Administrasi

Pasal 9, yang intinya:

Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau
Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 5 dapat
dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara
kegiatan, pencabutan izin dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah). Denda harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
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8. Bab VIII Ketentuan Penyidikan
Pasal 10, yang intinya:

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Penyidik dalam
melaksanakan tugas 'mempunyai wewenang: menerima laporan atau
pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
Peraturan Daerah, melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat
kejadian, menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, mengambil sidik jari dan
memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan dalam

hal: pemeriksaan tersangka, memasuki tempat tertutup, penyitaan barang,
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bahaya untuk kesehatan maka pemerintah kota Surabaya membatasi rokok dan
kegiatan merokok ditempat-tempat tertentu.

Dalam melaksanakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2008 sesuai dengan bunyi undang — undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah pasal 148 “Untuk membantu kepala daerah dalarn
menegakkan Perda dan penyclenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dibentuk Satvan Polisi Pamong Praja’. Dan berlanjut pasal
berikutnya Pasal 149 “Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat
sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuvai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas
ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan’. Dan pasal 13 peraturan daerah kota
surabaya nomor 5 tahun 2008 “peraturan daerah ini mulai berlaku efektif paling
lambat 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam lembar daerah kota surabaya.”

Maka sesuai dengan pasal 148 - 149 undang- undang 32 tahun 2004 di
bentuklah tim untuk menjalankan peraturan daerah yang terdiri dari dinas

keschatan, Satuan polisi pamong praja dan bekerja sama dengan lembaga
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masyarakat (LSM) salah satunya Center For Religious and Community Studies

(CRCS).*

Berikut ini salah satu jadwal tim dalam menjalankan Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008.

Jadwal Pemantavan Tim VI Dari Instansi Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Nama Lokasi pemantauan Alamat

Drg. Migit IAIN Surabaya Jl. A. Yani No. 117
Surabaya

Agselli Risa Hanifah ITS Surabaya Kampus ITS Keputih
Surabaya

Sarwono Prihadji UNAIR kampus A Kampus A J1. Mayjen.
Prof. Dr. Moestopo 47
Surabaya

Rahmatin Dyah UNAIR kampus C Kampus C Mulyorejo
Surabaya

Kondang Sekar Delta Plaza J1. Pemuda No. 33-37
Surabaya

Dalam berita acara pembinaan dan pengawasan salah satu kampus yakni

Institut Teknologi Sepuluh November berdasarkan pemeriksaan- setempat

terhadap gedung dén perlengkapannya dengan hasil sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 telah dilaksanakan

2. Masih adanya mahasiswa yang merokok

3. Tanda larangan merokok telah terpasang di Perpustakaan, SCC dan tiap

Fakultas

4. Tetapi tidak sesvai dengan perda Nomor 5 tahun 2008

¥ Diky Noverianto, Wawancara, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 24 Mei 2011
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5. Tidak menggunakan sponsor rokok untuk kegiatan mulai tahun 2009

6. Masih adanya beasiswa dari rokok tetapi untuk perorangan (menghabiskan

masa kontrak dan tidak diperpanjang).

Setelah di keluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 meskipun

sudah banyak dilakukan sosialisasi baik melalui media cetak elektronik dan

sosialisasi di kawasan tanpa rokok dan tebatas merokok. Selama 2 tahun terdapat

beberapa pelanggaran diantaranya di kawasan tanpa rokok yakni sarana

pendidikan khususnya kampus — kampus yang ada di Surabaya.

Menurut survey yang dilakukan oleh Center For Religious and Community

Studies (CRCS) pada tanggal: 23-26 Agustus 2010

Tabel Pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

di Lingkungan Kampus Di Surabaya
Pelanggaran .
Pelanggaran Tanda di Pembiaran
No | Nama Kampus | Pemasangan Iklan L Kegiatan
arang
Rokok Merokok
Merokok

1 UNAIR v X
2 ITS X
3 UNESA 4 X
4 JAIN X
5 UWK v X
6 PERBANAS v
7 UNTAG v X v
8 UNITOMO v X
9 UPN v X v
10 | UKPETRA X




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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pemeriksaan tersangka, memasuki tempat tertutup, penyitaan barang,
pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pengambilan sidik jari dan
pemotretan.

Selain kawasan tanpa rokok, kawasan terbatas merokok juga dilakukan hal
yang sama dalam hal pengawasan, pembinaan, penyidikan diantaranya Delta
Plaza dan di Jembatan Merah Plaza.

Menurut berita acara pemeriksaan NO. PC.002/DIK/KTR-KTM/2009 pada
hari Senin tanggal, 16 - 11 - 2009 jam 11.45 wib bapak Moesoffah, SH pangkat
III/C jabatan sclaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya pada kantor
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C19.Hn.05.01/2004; telah melakukan pemeriksaan
tersangka laki-laki, Nama: Sunkowo Negoro, Tempat Tanggal Lahir: Bali, 23
April 1957, Tempat Tinggal: Jl. Bali Antasan Besar Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin, Agama: Islam.

Dalam pemeriksaan tersebut, tersangka mengaku telah melakukan
Kegiatan yang dilarang tanpa ijin resmi walikota Surabaya di mall Jembatan
Merah Plaza Surabaya, selanjutnya tersangka diperintahkan menghadap ke
sidang Pengadilan Negeri Surabaya , J1 Raya Aljlma No. 16-18 Surabaya pada
hari Kamis Tanggal 19-11-2009 jam 09.00 wib; dalam perkara tindak pidana
pelanggaran peraturan daerah menurul pasal 4 ayat 2. Dalam oprasi telah

diamankan barang bukti berupa: KTP, Rokok.
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Dalam kasus di atas menurut ibu tutik mw’inah sebagai dinas atau instansi
satuan polisi pamong praja kota Surabaya juga saksi dalam kasus di atas, sudah
mulai diberlakukan sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, penghentian
sementara kegiatan, sementara untuk pencabutan izin dan denda paling banyak
50.000.000. masih harus ditentukan di pengadilan setelah diadakan penyidikan
dan berkas dikirim ke pengadilan dan disidangan sesuai dengan tindak pidana
pelanggaran yang wajib dihadiri oleh pelanggar. Dalam kasus ini tersangka
ditetapkan sebagai pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 dan pada
hari kamis tanggal 19 November 2009 pelanggar dikenakan denda sebesar

100.000 (seratus ribu rupiah) melalui putusan pengadilan. >

3 Tutik Mu’inah, Wawancara, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 24 Mei 2011



BAB VI
ANALISIS PEMBERLAKUAN SANKSI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2008

DALAM KAIJIAN FIKIH JINAYAH

A. Analisis Pemberlakuan Sanksi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok.

Banyak Orang sudah mengetahui jika rokok berbahaya untuk kesehatan.
Tetapi nyatanya setiap tahun jumlah konsumen rokok di Indonesia terus bertambah.
Data terbaru menyebutkan bahwa 31,4 persen penduduk Indonesia merokok, dan
4,83 persen di antaranya wanita. Sebab meningkatnya konsumen rokok salah

satunya dikarenakan adanya memproduksi atau membuat rokok yang menjual.

Jawa Timur adalah salah satu daerah penghasil tembakau terbaik dan
memiliki beberapa perusahaan yang mengelola tembakau untuk di jadikan rokok
sebagai produknya. Salah satunya berada di kota Surabaya ada perusaan besar yang

memproduksi tembakau untuk dijadikan rokok dan perusahaan ini memiliki jutaan

karyawan.

Dalam permasalahan di atas pemerintah kota Surabaya mengambil jalan
untuk menggunakan suatu Peraturan Daerah yang mana peraturan daerah itu timbul
disebabkan untuk membatasi kegiatan perokok aktif di tempat seperti tempat

pendidikan, tempat ibadah, Angkutan umum yang disebut dalam peraturan daerah
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sebagai kawasan tanpa rokok. Selain itu juga membatasi perokok aktif untuk
melakukan kegiatannya di ruangan khusus jika berada ditempat umum dan tempat
kerja. Tetapi masih membolehkan perusahaan rokok yang ada dikota Surabaya untuk
berproduksi mengingat banyaknya nasib karyawan jika perusahaan itu di tutup.
Dalam pemberlakuan peraturan daerah kota Surabaya pemerintah daerah
berkerjasama dan memberikan tanggung jawab kepada pemimpin atau penanggung
jawab tempat-tempat pendidikan, ibadah, mall, kerja dalam melaksanakan peraturan
tersebut.
Kita melihat sanksi administrasi ataupun ketentuan pidana yang di berikan
oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang tercantum pada Pasal 9 ayat 1 dan 2
yaitu yang berbunyi antara lain : “ Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan
Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar dapat dikenakan
sanksi berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. pencabutan izin; dan/atau
d. denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah.”

Serta pasal 11 ayat 1 dan 2 yaitu berbunyi antara lain :
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(1) Setiap orang yang melanggar dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal 11 adalah

tindak pidana pelanggaran.

Tindak pidana pelanggaran dalam KUHP diatur dalam buku III, yang mana
dalam hal ini termasuk dalam pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan No.PC.002 /DIK/KTR-KTM/2009 pada
hari senin tanggal, 16-11-2009, jam 11.45 wib. Bapak Sunkowo Negoro dengan
alamat : J1. Bali Antasan Besar Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Diberlakukan sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, penghentian
sementara kegiatan, sementara untuk pencabutan izin dan denda dikenakan denda
sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dalam kasus di atas pemberlakuan sanksi administrasi maupun ketentuan
pidana sesuai dengan jenis-jenis hukuman menurut pasal 10 KUHP hukuman pokok
bagi pelanggar yakni denda atau kurungan serta hukuman tambahan berupa
perampasan barang-barang tertentu (rokok) dan pengumuman putusan pengadilan.
Karena tujuaan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak
melakukan perbuatan pidana yang berfungsi untuk mencegahan bagi yang ingin

melanggar.
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B. Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemberlakuan Sanksi Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas
Merokok

Melihat Pemberlakuan sanksi kepada pelanggar peraturan daerah kota
Surabaya menurut figh jinayah sesuai dengan pemberian sanksi terhadap orang
yang melanggar Jarimah 72’zir yang mana di serahkan kepada u/i/ amri dalam
melaksanakan hukuman yang bertujuan yakni : Sebagai preventif yaitu bahwa
sanksi #4°zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak
dikenai hukuman #2°zir), sehingga orang lain selain pelaku didak melakukan
perbuatan yang sama. Sebagai represif yaitu bahwa sanksi fa’zir harus
memberikan dampak posirif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan
yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi. Oleh karena itu, sanksi fa’zir baik
dalam tujuan sanksi preventifdan represifharus sesuai dengan keperluan, tidak
lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Sebagai kuratif
(islah) yaitu sanksi 74’zir harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku
terhukum dikemudian hari. Sebagai edukatif yaitu sanksi f4°zir harus mampu
menumbuhkan hasrat pelaku atau pun orang lain untuk mengubah pola hidupnya
schingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman
melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan
agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia

menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.
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Hukuman ¢2’°zir adalah hukuman yang bersifat mendidik oleh karena ifu,
hukuman yang diberikan para ulama bersepakat bentuk dan kualitasnya tidak
boleh menyamai dengan hukuman diat atau hudud.

Mengenai kasus di atas tentang sanksi yang berikan oleh pengadilah negeri
Surabaya berupa denda 100.000 kepada pelanggar, menurut hukum Islam
hukuman atau sanksi denda ada dalam za’zir tetapi dalam hal ini ulama seperti
imam abu Hanifah dan Mubammad tidak membolehkan sedangkan Abu Yususf,
Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan. Selain itu mengenai
peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin hal ini
juga termasuk dalam hukuman Jarimah ta’zir yang mana unsur-unsurnya
menurut penulis adalah sama dengan :

1) Wa’'dh atau dinasehati, seseorang gad/iy menasehati pelaku Jarimah
dengan memperingatkannya dengan azab Allah SWT.

2) Hurman atau pencabutan, menghukum pelanggar dengan pencabutan
pada sebagian hak maljyyah pelaku Jarimah . Seperti pemecatan
(menghentikan nafkah kepada pihak yang membangkang (zasyiz),
mencabut bagiannya dalam harta kepemilikan umum.

3) Tawbikh atau pencelaan, mencela pelaku Jarimah dengan kata-kata akan

tetapi semua kata-kata yang dianggap tuduhan tidak boleh di ucapkan.
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4) Tasyhir atau publikasi, bagi pelaku f2’zir Di umumkan kesalahanya
kepada masyarakat untuk memberikan peringatan bagi setiap yang
melakukan perbuatan yang sama seperti pelaku.

Akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman #4’zir sebaiknya ulil amri ataupun hakim
meninjau : dari segi niat pelaku sengaja atau tidak mengingat karena pelaku bukan
asli warga Surabaya sehingga tidak mengetahui peraturan daerah kota Surabaya
tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok. Ditinjau dari segi cara
mengerjakannya positif atau negafit mengingat pelaku melakukannya ditempat
umum dan bukan diarea khusus merokok. Ditinjau dari segi objek kelompok maupun
perorangan karena suatu perbuatan pelaku mengganggu ketertiban umum. Ditinjau
dari segi waktu ditangkap tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan
mengingat pelaku langsung di sidik ditempat kejadian. Ditinjau dari karakter biasa
atau politik yang mana pelanggaran yang dilakukan itu karena dia sedang merokok

ditempat umum.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan sanksi peraturan dacrah tentang kawasan tanpa rokok dan
terbatas merokok berlaku efektif paling lambat 1 tahun sejak diundangkan.
Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah kota Surabaya
secara andministrasi dilakukan dengan penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik pegawai negeri sipil daerah dengan cara : Melakukan tindakan
pertama pemeriksaan di tempat kejadian, lalu menyuruh berbenti seseorang
dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda
atau surat (identitas diri pelanggar), mengambil sidik jari dan memotret
seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara. Sanksi administrasi yang telah di berlakukan yakni :
peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan yang .dilakukan oleh
pelanggar, pencabutan izin, dan denda sebesar 100.000,00.

2. Pemberlakuan sanksi terbhadap pelanggar peraturan dacrah kota Surabaya
telah sesuai dengan hukum pidana Islam dikarenakan Fikih Jinayah mengenal
perokok yang mengganggu ketertiban umum dikenakan hukuman ¢2°zir, yang

mana jenis hukuman diserahkan kepada Uli/ Amri yang tujuannya untuk
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memberikan dampak positif bagi orang lain, memberikan dampak positif bagi
pelaku sehinggé tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku
dikenakan sanksi. Hukuman yang diberikan para ulama bersepakat bentuk dan

kualitasnya tidak boleh menyamai dengan hukuman diat atau hudud.

B. Saran-saran
1. Bagi pemerintah

Hendaknya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Dan juga diharapkan untuk pihak-pihak yang berwenang hendaknya
lebih tegas dalam menindak atau memberikan sanksi bagi para Pelanggar
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok terutama mengenai denda dan
diberikan kepada kas daerah itu, maka untuk itu pemerintah dacrah perlu
memberikan perhatian yang lebih terutama pada kawasan tanpa rokok seperti
seckolah dan kampus serta kawasan terbatas meroicok seperti kendaraan

umum dan tempat ibadah.
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Bagi Masyarakat
Hendaknya masyarakat secara aktif membantu pemerintah daerah kota
madya Surabaya dalam rangka menegakkan peraturan daerah No. 5 tahun
2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.
2. Bagi Calon Peneliti
Dalam penulisan ini tampaknya masih banyak kekurangan dari
perolehan data pengenai pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2008.
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